
3. Undang-Undang...

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesiaNomor3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor4150);

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat

Menimbang : a. bahwa untuk menyelenggarakanpemerintahan yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di
lingkungan Sekretariat J enderal Dewan Ketahanan
Nasional perlu upaya pengendalian, penerimaan, maupun
pemberian gratifikasi sebagaiwujud dari integritas pegawai
dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan;

b. bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional sudah tidak sesuai dengan
perkembangan peraturan perundang-undangan dan
kebutuhan organisasi; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang
PengendalianGratifikasidi lingkungan Sekretariat Jenderal
DewanKetahanan Nasional.

PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL

SEKRETARIS JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah
Bebas Korupsi dan WilayahBirokrasi Bersih dan Melayani
di lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negaradan ReformasiBirokrasi Nomor52 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah
(BeritaNegaraRepublikIndonesia Tahun 2019 Nomor671);

10.Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal DewanKetahanan Nasional;

11.Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pegawai di
lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional;

8. Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2018 tentang Strategi
Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor108);

12. Peraturan ...
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3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-UndangNomor19Tahun 2019 tentang Perubahan
Keduaatas Undang-UndangNomor30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6409);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
LembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
NegaraRepublikIndonesia Nomor5153);

7. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 1999 tentang
Dewan Ketahanan Nasional dan Sekretariat Jenderal
DewanKetahanan Nasional;



6. Pengendalian. . .

5. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang,
barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga,
tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata,
pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang
diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang
dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau
tanpa sarana elektronik.

4. Unit Kerja adalah Deputi Bidang Sistem Nasional, Deputi
Bidang Pengkajian dan Penginderaan, Deputi Bidang
Politik dan Strategi, Deputi Bidang Pengembangan, Biro
Umum, Biro POK,dan Biro PSP.

BABI

KETENTUANUMUM
Pasal I

Dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional adalah PNS,prajurit Tentara Nasional
Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
dan Pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat
yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan
bekerja secara penuh pada satuan organisasi di
lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut
Komisi adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi.

3. Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional yang
selanjutnya disebut Setjen Wantannas adalah
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor
101 Tahun 1999 tentang Dewan Ketahanan Nasional dan
Sekretariat Jenderal DewanKetahanan Nasional.

PERATURANSEKRETARIATJENDERALDEWANKETAHANAN
NASIONALTENTANG PENGENDALIANGRATIFIKASIDI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
KETAHANANNASIONAL.

12.Peraturan KomisiPemberantasan Korupsi Nomor02 Tahun
2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor438);

MEMUTUSKAN:
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Menetapkan



BAB II ...

15. Kurs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta
asing dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari
rata-rata kurs jual dan kurs beli

• • _ RUn> In..I+Rn .... ~ ..li
(Kurs 1engah - 2 ) pada hari tertentu.

14. Rekan kerja adalah sesama pegawaidi lingkungan internal
instansi di mana terdapat interaksi langsung terkait
kedinasan.

13.Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberian
yang diberlakukan sarna dalarn hal jenis, bentuk,
persyaratan atau nilai sesuai dengan standar biaya yang
berlaku, dan memenuhi kewajaran dan kepatutan.

11. Konflik kepentingan adalah kondisi dari Pegawai yang
patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat
mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya
secara tidak patut.

12. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Pegawai dalarn
pelaksanaan tugas, fungsidan jabatannya.

10.PelaporGratifikasiyang selanjutnya disebut Pelaporadalah
Pegawai yang menerimaj'menolak gratifikasi dan
menyampaikanlaporan kepada KPKatau melaluiUPG.

9. Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang
ditetapkan oleh KPKdalarn bentuk elektronik atau non
elektronikuntuk melaporkanPenerimaanGratifikasi.

8. Pemberiadalah para pihak baik perseorangan, sekelompok
orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan
gratifikasikepada penerimagratifikasi.

7. Unit Pengendalian Gratifikasi Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasionalyang selanjutnya disingkat UPGSetjen
Wantannas bertanggungjawab untuk menjalankan fungsi
pengendalian gratifikasi dilingkungan Sekretariat J enderal
DewanKetahanan Nasional.

6. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang
bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi
secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian
kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan
pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk
membentuk lingkunganpengendaliangratifikasi.
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d. perangkat...

c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau
organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan, yang
berlaku umum;

d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada
peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar,
workshop, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis,
yang berlaku umum;

BAB II
MAKSUD,TUJUAN,DANPRINSIP

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal2

(1) Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada
Pegawai dalam memahami, mengendalikan dan mengelola
Gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional.

(2) Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional
ini bertujuan:

a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pegawai
tentang gratifikasi;

b. meningkatkan kepatuhan Pegawai terhadap ketentuan
gratifikasi;

c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang
transparan dan akuntabel di lingkungan Sekretariat
Jenderal DewanKetahanan Nasional;

d. membangun integritas Pegawaiyang bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan

e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas
penyelenggaraan layanan di lingkungan Sekretariat
Jenderal DewanKetahanan Nasional.

Bagian Kedua
Prinsip Dasar

Pasal3
(1) Pegawai wajib melaporkan penerimaan darr/atau

penolakan Gratifikasi atas pemberian yang berhubungan
dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau
tugasnya.

(2) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:
a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek,
bapak/fbu Zmertua, suarni/Istri, anak/rnenantu, anak
angkatjwali yang sah, cucu, besan, pamanjbibi,
kakak/adikjipar, sepupu dan keponakan, sepanjang
tidak terdapat konflikkepentingan;

b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana,
investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku
umum;
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o. pemberian...

m.pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang
dialami oleh diri penerirna Gratiflkasi, suami, istri,
anak, bapak, ibu, mertua, dan/ atau menantu penerima
Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik
kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;

n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah
sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun
yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya
paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu
rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total
pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu juta
rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sarna,
sepanjang tidak terdapat konflikkepentingan;

1. pemberian terkait dengan pertunangan, pemikahan,
kelahiran, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau
upacara adat /agama lainnya dengan batasan nilai
sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap
pemberi;

e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar
lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau
sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan
sosialisasi, sepanjang tidak memiliki kontlik
kepentingan dan berlaku umum;

f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan,
perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya
sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;

g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada
kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang
diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

h. hadiah langsung/undian, diskorr/rabat, voucher, point
rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak
terkait kedinasan;

i. kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan
kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan
kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflikkepentingan
dan tidak melanggar peraturan Zkodeetik pegawaiyang
bersangkutan;

J. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan
seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan
pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya
yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang
tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik
benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan
yang berlaku di instansi penerima;

k.karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam
acara seperti pertunangan, pemikahan, kelahiran,
kematian, aqiqah, baptis, khitanan, potong gigi, atau
upacara adat/ agama lainnya, pisah sambut, pensiun,
promosijabatan;
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c. jabatan ...

Pasal5
(1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3

ayat (2)dilakukan dengan cara:
a. disampaikan kepada KPKpaling lambat 30 (tiga puluh)

hari kerja sejakGratifikasiditerima/ditolak;atau
b. disampaikan kepada KPKmelalui UPG dalam jangka

waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
Gratifikasiditerima/ditolak.

(2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib
melakukan verifikasi kelengkapan, review dokumen,
membuat hasil analisis atas rekapitulasi laporan dan review
kemudian meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK
dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
tanggallaporan Gratifikasiditerima.

(3) Formulir isian Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud
ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya
memuat:
a. identitas Pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan,

nama, alamat lengkap,dan nomor telepon;
b. informasipemberiGratifikasi;

(1) Dalam hal penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 3 ayat (1), bukan dalam bentuk uang,
penerimaan tersebut dihitung berdasarkan harga pasar
pada saat pemberian.

(2) Dalamhal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal
3 ayat (1),dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut
dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank Indonesia
pada tanggal penerimaan.

Pasal4

p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku
umum; dan

q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam
rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di
dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak
diberikan untuk individu pegawai negeri atau
penyelenggaranegara.

(3) Dalam hal Pegawaimenerima gratifikasiyang tidak dapat
ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa
makanan darr/atau minuman yang mudah busuk atau
rusak, penerima gratifikasi wajib menyampaikannya
kepada UPG untuk selanjutnya disalurkan sebagai
bantuan sosial.

o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk
uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait
kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua
ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan
total pemberian tidak melebihi Rp 1.000.000,00 (satu
juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang
sarna;
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a. apabila...

c. jabatan PelaporGratifikasi;
d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;

e. uraian jenis Gratifikasiyang diterima/ditolak;

f. nilai Gratifikasiyang diterirria/ditolak;

g. kronologis peristiwa penerimaarr/penolakan Gratifikasi;
dan

h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan
Gratifikasi.

(4) Formulir isian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) disampaikan dalam bentuk tertulis, surat elektronik,
atau aplikasi sesuai dengan mekanismeyang berlaku.

(5) KPK melakukan penanganan laporan gratifikasi yang
meliputi: (1)verifikasiatas kelengkapan laporan gratifikasi;
(2) analisis laporan gratifikasi; dan (3) penetapan status
laporan gratifikasi.

(6) Mekanismepelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan GratifikasiKPK.

BagianKetiga

TindakLanjut PelaporanGratifikasi
Pasal6

(1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi ditetapkan oleh
KPKberupa:
a. Gratifikasimilikpenerima; atau

b. GratifikasimilikNegara.

(2) Terhadap Gratifikasiyang telah ditetapkan berstatus milik
negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai
berikut:
a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan
penyerahan objek gratifikasi, maka UPG berkoordinasi
kepada KPK agar objek gratifikasi tersebut
diserahterimakan kepada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan
penyerahan objek gratifikasi, maka pelapor wajib
menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada KPK
atau melaluiUPG;dan

c. penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada
huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban Pelapor dan
wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja
sejak diterima Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan
Gratifikasioleh Pelapor.

(3) Terhadap Gratifikasiyang telah ditetapkan berstatus milik
penerima, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai
berikut:
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Bagian Kedua ...

(3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk
Sekretariat UPG yang dipimpin oleh sekretaris UPG.

(4) Susunan Keanggotaan UPG dan Sekretariat UPG
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional.

d. Anggota

c. Sekretaris

b. Ketua

Sekretaris Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional
Kepala Biro Persidangan, Sistem
Informasi dan Pengawasan
Intemal
Koordinator Kelompok
Pengawasan Intemal
Analis Kebijakan, Koordinator
Kelompok Organisasi dan Tata
Laksana, Koordinator Kelompok
Kepegawaian dan Hukum,
Auditor, Analis Laporan Hasil
Pengawasan, Analis Hukum dan
Analis Konsultasi dan Bantuan
Hukum.

a.Penanggung Jawab

a. apabila pelaporan telah disertai dengan penyerahan objek
gratifikasi, maka UPG berkoordinasi dengan pelapor
untuk dapat mengambil kembali objek gratifikasi di
kantor UPG atau kantor KPK dengan membawa bukti
Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi; dan

b. apabila pelaporan tidak disertai dengan penyerahan
objek gratifikasi, maka UPG menyampaikan kepada
Pelapor perihal status kepemilikan Gratifikasi bahwa
objek gratifikasi terse but dapat dimanfaatkan oleh
Pelapor.

(4) Apabila objek gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a tidak diambil oleh Pelapor dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan
milik penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada Negara
untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada
Pelapor secara patu t.

(5) Terhadap Gratifikasi yang berstatus milik negara, UPG
berkoordinasi dengan KPK.

BABIII
UNITPENGENDALIANGRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Susunan Organisasi

Pasal7
(1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian

gratifikasi dibentuk UPG.

(2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri dari:
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Pasal10
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan
wewenang dan kewajiban UPO ditetapkan dalam petunjuk
teknis Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan
Pengawasan Internal selaku ketua UPO.

BAB IV...

Pasal9
Terhadap gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional, UPOdapat
menentukan pemanfaatannya sesuai rekomendasi KPKyang
meliputi:
a. Dimanfaatkan oleh Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional untuk keperluan penyelenggaraan Sekretariat
Jenderal DewanKetahanan Nasional;

b. Disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial
lainnya;

c. Dikembalikankepada pemberi gratifikasi;
d. Dikembalikankepada penerima gratifikasi;
e. Dimusnahkan.
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Bagian Kedua

Wewenang dan Kewajiban UPO
Pasal8

UPOmempunyai tugas berupa:
a. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan

laporan penerimaan Gratifikasi dari Pegawai;

b. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan
Gratifikasi, dalam hal Pegawai melaporkan penolakan
Gratifikasi;

c. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada
Komisi Pemberantasan Korupsi;

d. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan
penolakan Gratifikasi secara periodik kepada Komisi
Pemberantasan Korupsi;

e. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan
penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendalian
Gratifikasi kepada pimpinan instansi masing-masing;

f. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak
internal dan eksternal instansi pemerintahan, badan
usaha miliknegara, dan badan usaha milikdaerah;

g. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai
dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan

h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka
pengendalian Gratifikasi.



Pasal 15...

Pasal14
Pelaporyang beritikad baik berhak untuk:
a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya

dalam pelaporan Gratifikasi;
b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi;
dan

c. memperolehperlindungan.

BABV

HAKDANPERLINDUNGAN

(1) Pimpinan Unit Kerja bertanggungjawab atas pelaksanaan
pengendalian gratifikasidi unit kerja rnasing-masing.

(2) Anggota UPG Unit Kerja wajib menyusun Laporan
Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi di
lingkungan Unit Kerjanya kepada Tim UPG Pusat
sebanyak 2 (dua)kali dalam setahun

(3) Kepala Biro Persidangan, Sistem Infonnasi dan
Pengawasan Intemal bertanggung jawab atas pengawasan
pelaksanaan pengendalian gratifikasi di lingkungan
Sekretariat Jenderal DewanKetahanan Nasional

(4) Kepala Biro Persidangan, Sistem Informasi dan
Pengawasan Intemal melaporkan hasil pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Sekretaris
Jenderal DewanKetahanan Nasional.

Pasal13
(1) Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan

Ketahanan Nasional wajib membuat surat pemyataan
tentang penolakan, penerimaan darr/atau pemberian
gratifikasi secara periodik.

(2) Surat Pemyataan dibuat setidak-tidaknya 1 (sekali)dalam
setahun pada akhir bulan Desembersetiap tahun.

(3) Surat pemyataan disampaikan kepada Sekretariat
Jenderal DewanKetahanan NasionalmelaluiUPG.

(4) Formulir surat pemyataan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Sekretariat Jenderal
DewanKetahanan Nasional ini.

(1) Pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya
pelanggaran terhadap Peraturan Sekretariat Jenderal
Dewan Ketahanan Nasional ini, agar segera melaporkan
kepada UPG secara langsung atau melalui pos/ e-mail
Sekretariat UPG;dan

(2) Pegawai atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)dijamin kerahasiaannya.

Pasal12

BABIV

PENGAWASAN
Pasal 11

-11-



Pasal19 ...

BABVIII
KETENTUANPENUTUP

Pasal 18
Pada saat Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan
Nasional ini berlaku, Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional tentang Pedoman Pengendalian
Gratifikasi Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pedoman
Pengendalian Gratiflkasi Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional,dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BABVII
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan
Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ill!

dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Sekretariat Jenderal DewanKetahanan Nasional.

BABVI
SANKSI
Pasal16

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai terhadap ketentuan
yang diatur dalam Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan
Ketahanan Nasional ini, dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15
Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c
terdiri dari:

(1) Pelapor gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan
hukum, yaitu:

a. perlindungan dari tindakan balasan atau perlakuan
yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak
objektif dan merugikan Pelapor, namun tidak terbatas
pada penurunan peringkat jabatan, penurunan
penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan
tugas/rnutasi atau hambatan karir lainnya;

b. pemindahtugasan/rnutasi bagi Pelapor dalam hal timbul
intimidasi atau ancaman fisik;

c. bantuan hukum; dan
d. kerahasiaan identitas.

(2) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan permohonan Pelapor dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Dalam melaksanakan perlindungan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b, Komisi dapat melaksanakan sendiri
atau berkoordinasi dengan instansi terkait.

(4) Pelapor menyampaikan permohonan secara tertulis kepada
Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional melalui
Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.

-12-



Pasal 19
Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional ini
mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

-13-



( )

Yangmembuat Pernyataan

...................... , .

*) diisi denganjumlah surat pemyataan yang sudah dibuat.

Demikian Surat Pemyataan yang ke- *) ini saya buat dengan sebenar-benarnya,
apabila dikemudian hari ada penerimaan gratifikasi yang sengaja tidak saya
laporkan atau dilaporkan tidak benar maka saya bersedia
mempertanggungjawabkan secara hukum sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku.

No Jenis Bentuk Waktu Perkiraan Nama& Hubungan Alasan Ket
Pemberian Pemberian Pemberian Nilai Alamat dengan Pemberian

Pemberian Pemberi Pemberi
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rincian penerimaan yang belum Dilaporkan ke UPG/KPK
(hanya diisi apabila ada penerimaari namun belum meZaporkanke UPG/KPK)

IMenerima
narnun belurn
melaporkan
ke UPG/KPKIMenerima

Gratifikasi dan
Telah Melaporkan
ke UPG/KPKITidak

Menerima
Gratifikasi

Menyatakan bahwa pada periode s.d , saya :

Nama Lengkap
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

Yangbertandatangan di bawah ini:

SURAT PERNYATAAN
GRATIFlKASI

KOPWANTANNAS RI
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

LAMPlRAN I
PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR ~ TAHUN 2021
TENTANG PENGENDALIAN GRATIFlKASI Dl
LINGKUNGAN SEKRETARlAT JENDERAL DEWAN
KETAHANAN NASIONAL



GRATIFIKASI
AKAR KORUPSI

TOLAK
ATAU

LAPORKAN
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PENGIRIM

GRATIFlKASI DI

LAMPIRAN II
PERATURAN SEKRETARIAT JENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR ~ TAHUN 2021
TENTANG PENGENDALIAN
LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KETAHANAN NASIONAL

DEWANJENDERAL
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LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN
KETAHANAN NASIONAL

lfliBAR CHEClWST REVlfW PB.APOftAH PfNERllloUll HADlAH& fASVT AS

RfVItwl

INO, I Pf~~~

I

n InOAK

I
:Apab'I ~ tf,~.r.I!IIr~'Igr ...-MasIp1g !J2:&pe!\l4f~

FOIUIUU TlJC)AJ( LUUIT PEltAHCAIWI AlAS HASll RfVIfW I
I 2.
NO. I V I T I:~a. I

y

1;1I 1 v 1 ,
HllIt. c;;aa cbn 7l12.1liperu
pr'QStS

RfVIf'NII
NO pmAHYUN YA nOAK, Ap.XitI oll)~ ~ ~ IT.GSUl~ I!IilI;;Nn,mtIUl1IiI1Il t.nng ,~ c:ep;;l ~II5dl;;t;l;

mtlT4tkiMJSJ~
EQRIIUU nll!t~15 LAIWI 2fKAMGANAItAlAS HUlL ~eti I
I 2-
NO 1 y 1 T
I 1 v 1

Hast Jns1lIlS!
NO 1 y 1 T
I 1 1 V

H.lSt RM!'. 11
Rf't'IfWIn

INO, I Pf~ANYUN I VA InOAK I:Ap;II3l penerim.uI~~ tennasUI g!a:libsi ~ tenailKeonz,an"
EQBIIIIA Il!QAI! L&tWT 2fKA-AIt AlAS HAm RfVIPN •
I 2.
NO 1 V 1 T, 1 v 1
tmtRi'llN1V
..0 1 V 1 T
I I I ..

HJ~tKPK
RfVIE'NIV
NO pmANYUN VA nOAK, ~ru;accr,'e!I ~ 1el'S&10 ti.1I!3l U'4l' NI3 yang ~ ci IIS3l5I DI

l1IIII8~tullImIan nQr'

FOIUIUU nll>AK lAlUIT PeWIGAHAH AlAS HASll REVIEWIV
I l
NO I Y I T
I I v I

HJ~tJnsons:
NO. 1 V 1 T, 1 1 V
HJS.t KPK
Rfl(OIIEIl>ASI PflIAHGAHAMoJ I I INSTANSI 1 I KPK
NlIIIJ Ptte'.& 1 TatIlC;alR_ .. Ilam t.l'WI?«Pm

I J
lfll8Aft PfRSfTUJUAH
Nl.'!IJ PfmIlEI!Pl,V.JI.Ol., I-.JWJ) PE!w:oJT.I7I ITiII10~ ~ PersKjUJIl

I I

I
I

LAMPIRAN III
PERATURANSEKRETARIATJENDERAL
DEWAN KETAHANAN NASIONAL
NOMOR ~ TAHUN 2021
TENTANG PENGENDALlAN GRATIFlKASI DI



5. ~1gmai!.gi ~gb ~ Qll9.i,.t~i yang ~ ~ ~ ~
~~yangQj.~~~~~~~~~~
~ ~~~~~~~t~dQli~ yang ~ Doser
~~Qll9.i,~~,gb~~~.

4. M~ / ain~ / borang yang memitikicepot busuklkadaluarsatinggi adalah
segala jens makanan/ minumonyang merriulci mesamonfoot maksimum30 han don
barang cepat busukadolah karanganbungo.

3. Gratifikosiyang tidak penudilaporkanadalah segalajenispenerimaanyang tidak perlu
diloporkonberdosorkon aturanyang sejalandengan aturonyangditetapkanKPK.

~o~Jg~o:

I. I~Wggj) ~ check (v) pada ~ YA~ TIDAK~b.Qalreview.

2. Checklist inl ~ ~ sUsl1 wili!1 tUG_c ~,gg~cgll ~~
bQd~bI~ yang~dit~ UPG

JUKNIS PENGISIAN CHECKUST REVIEW AWAl

IEKOMEHDASI PEHANGAJtAN 1 I IHlTAN5I L m
'lQMQ~ ~'Q,'li'''' TorQO~~

lEMur mSEtUlIIAN

tIQrrJJ~~~ ~~ 'Qn:lO~~~

II:>. Y

1 V

-0::1: (~(

so. r !

I ~.
~e1trotanll

FOlMULA TINDAl LAHJUl ffilANGANAN AlAS HAl REVIEWV
1



1. ldentiW
a, Nama Admin UPG :
b. N[K
c. NIP/NRPIN_ pepwaj
d. UPG :
e. Unit KerJ-
f. Email yane OKIamrbn
.( No. Teiepcln K¥I~
h. No. HP Admtn UPG

2. D«finisi Umum

a. Apfita,jGratiflkui OrIfin~(GOll.dalah SlStem infomu5I Pti.poBIl Gratifitasl vane merup&kiln Bacian dan e-
cnnfibsi v-nc dl(UMQn oIeh Admin UPG \.W'ItukmellIpOftangnifikm, secJN"a onfone melalui ,.rinpn
internet dencan rnen=UNbn peranckat lunK browse,. pa~ kolY'Cluter metalui alamat
hm!~ ll&2' ~~ GOoct

b. Administntor Kilt(, slllanjutnya cflSabut adnm KPK adilih p41Jatm/~awai KPKyanc ditunjUk ~h KPlC
untuk rnencelola aplbsl GOt..

c. Admin UPG, ada1ih peJatmJpep'Nilli \'iln, di:tunJuk oIeh J>in1Iinan UPG untuk rnenplola aplokasi GOl di
finctUllPn instansJ UPG.

d. UserrN1lMadalah identitas un. menljUl pada utentu1ln vane ditetapbn o.eh KPKvan: dilTlllai oIehAdmin
UPG yang harus cfJC:antumbn/diJnptJt Iblam setJap pengurnliin aphbsJ GOt..

e. Password an.lih identifikasi priNd. vane bersifat ratw; .. eRnhanya diketahui OIeh AdmJll UPG pada SiiIiIt
~ccunann ap lkis! GOL

3. Ketentllan Penccunun Aplibsi
;a_ Admin UPG dapat rnen:cunakiln AprlkuiGOl untuk mendaplltbn informa51 dan/.tilu melatukan iIktMtas

ecektronit vane telah dltenrunn e<eh ICPK..

b. Untult ~n pertama kafi, Admin UPG cfll1\~ untuk memasukan U~11fl1IM dan Password vane teiah
dici"",*an olefllCPK me4a1ui alanm etN~vane teiah didafbrbn oIeh Adm., UPG.

c. Sete~n bernm Login, Ap5hsi GOl abn mencar~bn Admin UPG untuk mengcanti Password.

d. UntUt setiip penaunaan Ap-ibsl GOl:

1) Admin UPG WilJib menoastJbn IlI~tt!pillQn~mn bl~ dau aponn 1CPt(tidal< berungunc
jillwab tert!acRtp ketejm:iln penclSian Ibta dan _mat vallC mun:bn timbul dari kelaaian,
ketidatlen.cPPlIn, keticlakjelasan atau kl!ticlakt~tiln penclsbn data tersebut o.eI1Admin UPG.

2) Admin UPGWi)ln mel<IbJkan venfikasi data taponn cratJflkilsi ~ teWl diinput.

e KP1Cmenerima dan mencotah data aporan dan Admin UPGSI!luai dencan ke~ntuan prOStilur vanebertilku
di KPIt.

f. Admin UPGmenc.tahUidart meny'Qtului bahwa.:

1) dencan m~ Apribsi GOl KPK. setnua aktMtas e;ektronot Ibri Admin UPG vane anura lain
teralri ..us peneisian data, pencirirmn data, Itomunlwi emllil, disimpan sean elebronilc dalam
database KPIt.

2) semua bentuk Itorespondensi cflSalnpilllbn melillui aramat ermil he (?(I~sll;oI~k,* SOid dan abn
dila'{ll1ll pacfa hari k~ jam 08..00 - 17.00.,. KPKbertlak mengtlentibn AplikilSi GOt KPKuntuk sementiln wXtu maupun untuk jancb waktu tertentu

van: cfltentukan untuk keperluan pembaharuan, pemelih_n ..uu untuIt rujuiln ia., dencilill a'asiln
apapun. Untuk ito KPK tidile. beftanClunc jillWi11bam sap it tons.etru.nsi va", tlmbul atas J*lCMnuan
~entilr.ll Aprhsi tepacbsiapapun

h Tau an peIlf&\ll'l•• n Aplibsi GOl dapat dililat pacta alamat httw (/col.0 co id/tutor,a1{.odeo/up: dilill
bubI pilnduilill dapat dUlctuh pada ~ tmJ!£lLr.ol'.1!1 !::2 id

4- UumolM dan Po5Sword
;a_ U~rrtQlM dan Password merupann kocte vane btisht rahiJSIa dan itewB'lanpn pencunaannva ada dan

mele.bt !)ida masinc- masin, Admin VPG. U~m_ bel'5ifat tetilp dan tldak dapat diubah kembaft.
sedancbn Password dapat diubih sesuai kebutultan Admin UPG di Aplikasi GOt..

b. Admin UPG WiIIJib mencamanbn Password denpn ara'

FORMUUR ADMIN UPG
APUKASI GRATIFIKASION UNE (GOl)

(Ollsi oleh Unit Pencendau;1n G~tJfibsl/llPG)

JENDERAL DEWAN
GRATIFlKASI DI

LAMPIRAN IV
PERATURANSEKRETARIATJENDERAL
DEWANKETAHANANNASIONAL
NOMOR ~ TAHUN 2021
TENTANG PENGENDALIAN
LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KETAHANANNASIONAL



Admin UPGKetua UPG

____ , 20_Mengetahui

Oemikian formulir ini Silya bUilt dengan sebenilr-benamya.

b. siap untuk metakukan ilktivitas elelctronik dengan KPKdalilm rangka pelaksanaan penyampaian
laporan gratifikasi melalul Aplibsi GOl KPK;

c. menjamin bilhwa alamat ernail dan nomer telepon yang d1daftarkan aktif;
d. akan menjaga kerahasiaan dan keamanan usemarne,passwOfd, dan atau/kooe keamanan elelctronik lainnya

serta bertan"uog,ilwab atas kerahasiaan.

a. telah rnengisi data di atas dengan benar dalam formulir ini,

Menyatakan dengan sl!S\Jngguhnya bahwa SilyaAdmin UPG:

6, Pernyataan Admin UPG

KPKtidak bertanggung jawab dengan cara apapun atas setiap kerugian yang di<JlamioIeh Admin UPG, bait
lang5\lng rnaupun tidak langsung akibat komunihsi internet yang terhenti sementara yang dial:ibatkan ole:h
transmisi terputus, transmisi tertunda dikarenakan lafu lintas Internet, transmisi data yang tidak tepat
sehubungan dengan sitat publik dari internet dan/atau alas an Iilinnya.

Kornunikasi Internet

Walaupun kehati~atian telah diterapkan dirlam menyiapkan intonnasi dan materi yang tertandung dalam
Aplikasi GOt, namun infOfmasi dan materi disampaikan kepada Admin UPG dalam keadaan "sebagaimana
adanya'", tanpa j1Iminan apapun, ba ik secara tegas atau tersirat, terutama tidak ada pemberian jaminan atas tidak
adanya petanggaran keamanan, pelanggaran hak ata~ terbebas dan virus komputer,

Tidak Ada Jaminan

Pernyataan ini rnerupakan kebtjakan KPKmengenai akses Admin UPG ke Aplikasi GOL Penandatanganan
Formulir ini dan penggunaan Aplitasi GOl oIeh Admin UPGmenunjukkan bah\Va Admin UPGtetahmenerima dan
mengetahui pemyawn sebagaimana di bawah ini.

5. Pernyalaan KPKMengenai Kebijakan Aksel; dan Privasi

d, sebelum pemberiuhuan sebagairnana dimaksud dalam hUM c disampaikan kepada KPKmalta seluruh aktivius
elektronilc atas usemame dan Passwordmilil:Admin UPG sepenuhnya menjadi tanggung jawab Admin UPG,

c. Dilfam hal Admin UPG mengetahui atau me.nduga Username dan PasswOfd telah diketahui dan/atau
disalahgunakan oleh orang lain yang tidak berwenang maka Admin UPG wajib segera melakukan
pengamanan dengan mengganti Password. Apabila katena suatu sebab Admin UPGtidak dapat mengganti
Password maka Admin UPGwajib m~b«itahukan kepada KPK.

1) tidalt memberiUhulcan Password kepada ocang lain
2) tidalt mencatatkan Password pada kertas atau media lainnya yang memungkinkan diketahui orang

lain.
3) mengganti Password se.segera mungkin setelah diltirimkan oIeh KPK.
4) mengganti PO$SWOrdsecara berlcala.
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Nama Instansl
I Id.ntlflk •• 1tltlk rawan praktlk Cr.tH'lk.sl
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